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PERATUMN DAEMH KABUPATEN JEPAM
NOMOR S TAHUN ,.Z'J

TENTANG

BAiTTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

l,lenimbang : bahwa untuk melaksanakan ketenlua. Pasl 17 ayat (4) Undang-
undang nomor 31 Tahun 2002 teniang Panal Polilk dan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 lentang Banluan Keuangan
Kepada Part€i Politik, maka perlu menetapkan Peraiuran Daerah

-, teniang baniu.n Keuangan K6pad6 PsriaiPolitik

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemb€niukan
Dae€h daeEh Kabupaten Dalam Lingku.gan Prcpirci Jawa

6

2

5.

3

Undang Undang nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik lndones,a Tahun 2002 Nomor 138,
Tambahan Lemb.Bn Negara Republik lndonesia Nomor4251)i
Undang Undang nomor 12 Tahun 2003 lentang Pemilihan
Umum Anggoia D4an PeNakilan Rakyat, Dewan Pelwakihn
Daerah dan Dewan Pe akiran Rakyat DaeEh (Lembaran
Negara Replblik lndonesia Tahun 2003 Nohor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor42TT):
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 ienlang Susunan dan
Kedudukan Majelis Pemust€waratan Rakyat, D*an
PeMkilan Rakyat, D*an PeMakilan Daerah dan Oewan
PeMkilan Rakyat OaeEh (LembaEi Negam Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan LembaEn NegaE
Republik lndon€sia Nomor 4310)i
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tantang Pembentukan
Psraiuran Perundang-undangan (LembaEn Negara Republik
lndon€sia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndon6ia Nomor 4389):
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemedntahaa
DaeEh (LembaEn Negara Republik lndonesia Tahun 2004
nomor 125, Tambahan L€mbaran N€gara Ropublik lndonesia
Nomoi 4434, sebagaimana r€lah diubah dengan Undar€-
Undang Nomor I Tahun 2005 (LembaEn NegaE R€publik
lndon4iaTahun 2004 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Replblik lndonesia Nomor 4548)i
PeEtuEn Pemerintah ReDublik lndonesb Nomor 29 Tahun
2005 tenlang Bantuan Keuangan Kqada Pariai Polilik
(Lembaran Negara Republik lndonsia TFhun 2005 Nomor 62,
Tambanan Lembamn NesaE Republik lndoneia Nomor4513).
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 9 TAHUN 200$ 

TENTANG 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 

ayat (4) Undang- 

undang nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politk dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) 

3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4277); 

4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4310); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 
2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) 



Densan PeEetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN IiAKYAI OAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEI4UTUSKAN :

PERATUMN DAEMH TENTANG &qNTUAN KEUANGAN
XEPADA PARTAI POIITIK

Pasal 1

Dalam PeranrEn Daerah iniyans dimaksud densan:
I . DaeEh adalah Dae€h Kabupaten JepaE I

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten JepaE i
3. Bupati adalah Bupaii JepaE :

4. Dewan PeMkilan Rakyat DaeEh yang selanjLXnya disebut DPRD adalah D*an
PeMakilan Rakyat Oaerah Kabupal€n Jepara ;5 Paiai Poliiik adalah Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga n€gara
Republik lndonesia seE sukarela atas dasar peEamaan kehendak dan cita-
cita untuk mempeiuangkan kepentingan anggoia masyaEkat, bangsa dan
negara melalui Pffiilihan Umum i

6- Bantuan Keuangan adalah ba uan bsrbentuk uang yang di berikan oleh
Pemednrah Daerah tep.da Partai Polilik yang msndapatka. ku6idi DPRDi

7. Anggaran Pendapatan Belanja DaeEh yans slanjulnya diseb'rt APBD adslah
Anggaran Pendapatan Bel.nja oaerah Kabupaten Jepara I

L Komisi Pmilihan Umum DaeEh yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisa
Pemilihan Umum Kabupaien Jepara.

B,AB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

(1) Urnuk membantu k€gialan dan kelancalan admjnisirssi dan/ atau Sekretariat
Peftai Politik, Pemerintah Daerah membedkan bantuan keuangan kepada

(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibe.ikan kepada
Partai Poliiik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum tahun
2004.

(3) Bantuan Keuangan kepada Partai Poftik sebagaimana dimaksud pada ayai (2)
di beikan *liap tahun anggaEn.

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

dan 

BUPATI JEPARA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA PARTAI POLITIK 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang diraksud dengan 
1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara; 
2. Pererintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ; 
3. Bupati adalah Bupati Jepara; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, 
5. Partai Politik adalah Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara 

Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persarmaan kehendak dan cita­ 
cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan 
negara melalui Pemihhan Umum; 

6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang di berikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD, 

7.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jepara, 

8. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Jepara. 

BAB II 

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN 
Pasal 2 

(1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/ atau Sekretariat 
Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada 
Partai Politik. 

(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum tahun 
2004. 

(3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
di berikan setiap tahun anggaran. 



BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal3

.,, :f,:Y,fl"-:::::il:,'l;11:ii"J""."li:#"fl"#ffi 
#:l::'-1"':ii "ffii3

- r*,i[ii*r*ui+ft* iiHff ::$I;$. 
*** mana dimaksud pada

Pasal4

.'"f,:*{3ifl 
fi:i;i:d;:.,#:fu }:trf.:*J,f 

isi}irlts3.1t*ri"';

'am;f..:'*ffi ;;:i:xil#:xxll'#",1j[3]:*"$13#"(')*0"
Pasl5

Ag'-'sg::il'"ilS11):?J,ir,xf ,i,#li""Jil,'.f -*'"" "reh 
Bupa'ii kepada

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN MNTUAN

Pas3|6

r1r Penoaiuan banuan ksuangan dEamoaikar secara lertuhs oleh Dewant" ;#,ffi';#;'#;*i;;ini-k di Iinsk€t Ksbuosren arau sebLtan rainnva vans

sah kepada Bupati

r2l Penoaiuan Banuan r€uangan sebagamana dimatsud pada ayal (1)

'"' iili'iil1i""iiiil', iau; dan-sekrerrari; atau *buEn rainnva vans sah

i1' p.nda'uan Bantuan Keuansan sebagamana dimaksud pada aval (1) harus di
' ' bnqLpi Oengan Oot umen psng6ahan dari KPUD'

BAB V

PENYEMHAN BANTUAN KEUANGAN

Pas.l7

(1) PenyeEhan Baniuan Keuangan kepada Panai Politik dilakulan oleh BuPatj atau' - 
pejabat yang dilunjuk kePada ketua dan bendahara atau sebutan lainnva vans
sah de.gan Beits AeE Serah Terima.

(2) Tata cara penyerahan bantuan kepada PariaiPolitik se@ra telois diatur oleh

Bupali.

BAB 111 

BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 3 

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD 
hasil Pemilihan Umum tahun 2004. 

(2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD 

Pasal 4 

(1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di 
DPRD untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 19.378.000,00 (Sembilan 
belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) pertahun. 

(2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diubah pada setiap tahun anggaran dan dianggarkan dalam APBD. 

Pasal 5 

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada 
DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

BABIV 

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN 

Pasal 6 

(1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan 
Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang 
sah kepada Bupati. 

(2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dirmnaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretraris atau sebutan lainnya yang sah. 

(3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di 
lengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD, 

BAB V 

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 7 

(1) Penyerahan Bantuan Keuangan epada Partai Poitikx iakukan oleh Bupati atau "3'yang ditunjuk kepada ketua dan bendahara atau sebutan lainnya yang sat tengan Berita Acara Serah Terima 

(2) Tata cara penyerahan bantuan kepada 
Bupati artaiPolitik secara teknis diatur oleh 



BAB VI

IAPORAN PENGGUNAAN BAMTUAN KEUANGAN

pasalS

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Jepara
dicampaik€n kepada Bupari seielah diaudit berdasafian pealuran perundang-
undansan yans bedaku.

&qB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

Dengan bedakunya Peraluran DaeEh ini, maka PeEtuEn OaeEh Kabupalen
J€para Nomor 3 Tah'rn 2002 l€nlang Banluan K€Lrangan Kepada Partai Polilik
(Lemba6n DaeEh Kabupalen JepaE Tahun 2002 Nomor3) di@but dan dinyalakan

Pasall0

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada la.ggal diundangkan.

Agal setiap o€ng mengetah'ri memerintahkan pengundangan PeEtuEn Daeran
dengan penempatannya dalam Lembann Daerah Xabupaien JepaE.

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 22 D*mber 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

22 Desember2005

LEMBARAN DAERAH XABUPATEN JEPARA TAHUN 2OO5 NOMOR 8

BABVI 

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 8 

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Jepara 
disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal9 

Dengan belakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 10 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
tanggal 22 Desember 2005 

BUPATI JEPARA 

NDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 22 Oesember 2005 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

444 
M. EFFENDI 

LEMBARAN OAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 NOMOR 8 



PENJELASAN

PEMTURAN DAEMH KABUPATEN JEPAM

TAHUN 2OO5

TENTANG

&qNTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I, UIiUM:

NegaE menjamin setiap warsa negaE mempunyai ke*mpatan yang
sama dalam merumuskan kebiiakan-kebiiakan negara. Keikuts€rtaan wErga
nesaE dalam p€rumusan kebijakan negaE *suai dengan sis$m demokrasi di
Negara K*atuan Republik hdonesia yang m€ng.nut sistim P€rwakilan
dilaksanakan melalui Padai Politik.

Illengingat p€mbedukan Paraai Potitik merupakan peMujudan
kedaulalan Ekyat dan Panai Politik merupakan Aset NegaE, maka dalam Engl6
mendukung teNujudnya kehidupan demokEsi di lndonesia, pemennbh pedu
memberikan banluan keuangan kepada Partai Politik.

Pembeian banluan keuangan kepada Padai Polilik benujuan uniuk
membanlu kelanc5lan administEsi dan/ alau sekretariat Partai Polfik yang
mendapatkan kuBidi D an PeMkilan Ekyat Daemh Kabupaten Jepa€ guna
mempeiuangkan aspilasi Panai Politik dalam kehidupa. bemasyaEkat,
bebangsa dan bemegaE guna m€mpekokoh idegnias Negah Kesatuan
Republik lndonesia.

II. PASqL DEMI PAS,AL :

TAM&qHAN LEMMRAN DAEFIAH XABIJPATEN JEPARA NOMOR /'

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR 9 TAHUN 2005 

TENTANG 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

UMUM: 

Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang 
sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan warga 
negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistim demokrasi di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistim Perwakilan 
dilaksanakan melalui Partai Politik. 

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan 
kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan Aset Negara, maka dalam rangka 
mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu 
memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik. 

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk 
membantu kelancaran administrasi dan/ atau sekretariat Partai Polilik yang 
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Jepara guna 
memperjuangkan aspirasi Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

II PASAL DEMI PASAL : 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal8 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 


